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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pemaparan yang penulis telah sampaikan di atas, maka 

penulis memiliki kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemerintah mencederai beberapa ketentuan khususnya terkait dengan 

persyaratan formil. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 15 

ayat (1) butir d PP Nomor 36 Tahun 2005 menjelaskan bahwa salah satu 

syarat dalam mengajukan permohonan IMB adanya AMDAL bagi 

bangunan yang memiliki dampak langsung terhadap lingkungan. Dalam 

perkara a quo, bangunan rukan-rukan yang telah ada di tanah reklamasi 

Pantai Maju (Pulau D) belum memiliki AMDAL sehingga pemerintah 

dalam menerbitkan IMB tersebut adanya syarat dalam mengajukan 

permohonan IMB yang tidak terpenuhi. Adapun syarat dalam menerbitkan 

IMB sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 7 Perda DKI Jakarta 

Nomor 7 Tahun 2010 bahwa “(1) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung 

harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR, 

peraturan zonasi, dan/atau panduan rancang kota. (2) Fungsi dan 

klasifikasi bangunan gedung diusulkan oleh pemilik bangunan gedung 

dalam pengajuan permohonan IMB. Selain itu, dalam pasal 115 ayat (2) 

PP Nomor 36 Tahun 2005 menyatakan bahwa pemilik bangunan yang 

tidak memiliki izin mendirikan bangunan dikenakan sanksi pembongkaran 

gedung.  

2. Namun apabila adanya pencabutan IMB dan ditetapkan sanksi 

pembongkaran gedung, bangunan rukan-rukan yang ada di tanah 

reklamasi Pantai Maju (Pulau D) akan mengakibatkan kerugian karena 

menghilangkan fungsi dari bangunan rukan-rukan tersebut. Hal ini juga 

dapat menimbulkan kerugian secara materil bagi pihak pengembang untuk 

melakukan pembongkaran bangunan rukan-rukan tersebut. Selain itu, 

bangunan yang telah ada di tanah reklamasi Pantai Maju (Pulau D) apabila 
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dicabut dan dibongkar akan kehilangan asas kemanfaatan dari bangunan 

tersebut untuk masyarakat sekitar baik manfaat secara ekonomi maupun 

sosial. Berdasarkan asas kemanfaatan dalam AUPB bahwa adanya suatu 

kepentingan antara pemerintah dan warga masyarakat dan dengan tidak 

dicabutnya IMB serta penjatuhan sanksi pembongkaran bangunan rukan-

rukan tersebut, bangunan tersebut akan memiliki manfaat untuk 

kepentingan publik.  

3. Penerbitan IMB merupakan salah satu bentuk yang dilakukan oleh 

pemerintah sebagai pertanggungjawaban terhadap ketentuan sebagai 

dalam perspektif hukum publik, yang mana negara merupakan organisasi 

jabatan. Jabatan yang dimaksud adalah suatu lembaga dengan lingkup 

pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya 

diberikan tugas dan wewenang. Pemerintah sebagai pejabat publik 

memiliki kewajiban untuk menerbitkan IMB apabila masyarakat yang 

mengajukan permohonan IMB telah memenuhi syarat-syarat sesuai 

peraturan yang berlaku.  

4. Pemerintah selain sebagai pejabat publik, juga menjadi badan yang tunduk 

pada hukum privat hal yang tunduk pada hukum perdata. Pemerintah yang 

menjadi subjek hukum dalam perjanjian kerja sama dengan pihak 

pengembang yaitu PT Kapuk Naga Indah memiliki kewajiban 

sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian tersebut untuk mengurusi segala 

bentuk perizinan apabila pihak pengembang telah menjalani kewajiban-

kewajiban yang ditentukan dalam klausul perjanjian itu. sebagaimana 

dalam hukum perdata menyatakan pacta sunt servanda dimana perjanjian 

mengikat kedua belah pihak layaknya sebagai undang-undang bagi pihak-

pihak tersebut. apabila salah satu dari pihak tidak menjalankan 

kewajibannya, maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi.  

5. Selain mengacu adanya pacta sunt servanda yang terdapat pada hukum 

perdata, adapun terkait pengeluaran kebijakan (beleid), dikenal juga 

dengan perjanjian kebijakan. Perjanjian kebijakan ini menjadi sebuah 

bentuk upaya perlindungan hukum yang mengikat para pihak didalam 
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suatu perikatan atau perjanjian. Oleh karena itu, dengan adanya 

pengeluaran kebijakan yang berbentuk perjanjian ini, maka mengikat 

pemerintah sebagai badan hukum publik untuk tunduk pada hukum privat 

dan menjalankan kewajiban sesuai yang tertera pada Perjanjian Keraja 

Sama. 

6. Dengan adanya penerbitan IMB oleh Pemerintah yang dilaksanakan tidak 

sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

maka ada beberapa fungsi izin yang tidak terlaksana bagi masyarakat, 

yaitu fungsi pengarah yang seharusnya mengendalikan aktivitas-aktivitas 

seperti izin bangunan, pengendali dimana izin itu dapat menentukan 

hubungan antara yang direncanakan dengan hasilnya, dan yang terakhir 

sebagai penertib masyarakat. 

7. Akibat tidak dikeluarkannya IMB sesuai dengan prosedur yang berlaku, 

yang mana berimbas kepada tidak terlaksanakannya fungsi-fungsi diatas 

bagi masyaratkat, maka hal tersebut membuat ragu, sehingga masyarakat 

sering mempertanyakan proyek reklamasi Pulau D (Pantai Maju) Jakarta, 

sehingga asas-asas pemerintahan yang baik terkesan tidak dilaksanakan 

atau tidak diindahkan, terutama asas keterbukaan.  

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis sampaikan, dengan ini penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah harus dapat lebih mematuhi serta menghormati, 

ketentuan-ketentuan yang telah ada khususnya persyaratan 

persyaratan mengenai penerbitan IMB sesuai ketentuan dan 

perundang-undangan berlaku, agar dapat menjunjung tinggi 

adanya kepastian hukum serta tidak mengakibatkan problematika 

di lingkungan masyarakat.  

2. Pemerintah juga diharapkan memiliki ketegasan atau pendirian 

dalam menentukan sikap dan bentuk pertanggungjawaban dalam 

penerbitan IMB untuk bangunan rukan-rukan di tanah reklamasi 
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Pantai Maju (Pulau D) Jakarta, baik kepada pihak pengembang 

selaku yang terikat dalam perjanjian kerja sama dengan pemerintah 

dan kepada masyarakat dengan mengedepankan kepentingan-

kepentingan publik yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. 

3. Pemerintah juga tetap mematuhi dan menjalankan syarat-syarat 

yang ada sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang 

berlaku seperti melakukan analisis dampak lingkungan dan 

menerbitkan AMDAL, tetap mengeluarkan Perda RZWP3K dan, 

yang terakhir adalah Perda RDTR.  
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